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I. UMUM 
 

Dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian di wilayah 

Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan untuk 
menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional, 

perlu mengembangkan wilayah Kutai Timur sebagai kawasan ekonomi 
khusus. Wilayah  Kutai Timur memiliki potensi dan keunggulan secara 
geoekonomi dan geostrategis. 

 

Keunggulan geoekonomi wilayah Kutai Timur kaya akan sumber daya 

alam seperti kelapa sawit, minyak, gas, mineral, dan batu bara serta 
terletak pada lintasan Alur Laut Kepulauan Indonesia II (ALKI II) yang 

merupakan lintasan laut perdagangan internasional dan masuk jalur 
interkoneksitas Kalimantan dan Sulawesi, yakni merupakan jalur regional 
lintas trans Kalimantan, dan transportasi penyeberangan ferry Tarakan-

Tolitoli, dan Balikpapan-Mamuju.  
 

Keunggulan geostrategis wilayah Kutai Timur antara lain dipersiapkan 
sebagai pusat pengolah kelapa sawit dan produk turunannya, industri 
mineral, gas, batu bara, pariwisata, dan telah direncanakan dibangunnya 

pelabuhan internasional serta penanganan dan peningkatan jalan akses 
yang dapat mendukung kelancaran penyediaan bahan baku serta 

distribusi hasil industri Kutai Timur. 
 

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang ada, PT Maloy Batuta Trans 

Kalimantan mengusulkan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy 
Batuta Trans Kalimantan. Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi 

Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan telah memenuhi kriteria 
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 
tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus serta 
telah melengkapi persyaratan pengusulan Kawasan Ekonomi Khusus 

sebagaimana . . . 
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sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 
tentang Kawasan Ekonomi Khusus dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah 

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus. 
 
Pengusulan pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans 

Kalimantan oleh PT Maloy Batuta Trans Kalimantan telah mendapat 
persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan diajukan oleh 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada Dewan Nasional Kawasan 
Ekonomi Khusus. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus setelah 
melakukan pengkajian, menyetujui usulan pembentukan Kawasan 

Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan dan mengajukan 
rekomendasi penetapannya kepada Presiden. 

 
Berdasarkan pertimbangan di atas, perlu ditetapkan Peraturan 
Pemerintah tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans 

Kalimantan yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus. 

 

II.  PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

 
Pasal 3 

Cukup jelas. 

 
Pasal 4 

Cukup jelas. 

 
Pasal 5 

Cukup jelas. 
 
Pasal 6 

Cukup jelas. 
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